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Abstrak

Indonesia dalam memberantas korupsi terlihat masih belum serius hal ini terlihat dari beberapa kebijakan  nasional salah satunyatentang Revisi Undang-Undang KPK yang sebelumnya tidak masuk program legislasi nasional, dalam  revisi undang-undang kpk ini ada beberapa pasal yang membuat masyarakat berfikir buruk terhadap kebijakan ini salah satunya Pelemahan Independensi KPK. 

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui eksistensi kajian hukum komisi pemberantasan korupsi berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,dan untuk mengetahui urgensi dan prosedur revisi terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (libraryresearch) Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan datanya melalui pengumpulan studi pustaka dan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Prosedur Pembentukan Undang-Undang dalam hal ini Revisi UU KPK tidak melalui prosedur atau tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam “UU No. 15 Tahun 2019” antara lain, tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sehingga mengakibatkan terdapat banyak sekali kesalahan-kesalahan dan kecacatan yuridis dalam revisi UU KPK. Dalam Undang-Undang 30 tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, dinamika hukum serta sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedua bahwa penegakan hukum terkait pemberantasan Korupsi berdasarkan pada “Undang-undang 30 tahun 2002”, sering menimbulkan berbagai permasalahan hukum, dan poin ketiga bahwa ketentuan mengenai wewenang penyidikan yang dilakukan oleh KPK, didasarkan pada “Undang- Undang 30 tahun 2002”, telah bertentangan dengan ketentuan umum hukum pidana, sehingga harus dilakukan revisi terhadap UU KPK yang lama.
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci:Korupsi, Urgensi, Eksistensi,Presiden

Abstract

Indonesia in eradicating corruption is still not serious, this can be seen from several national policies, one of which is the revision of the KPK Law which was previously not included in the national legislation program. In this revision of the KPK law, there are several articles that make people think badly of this policy, one of which is Weakening of KPK's Independence.

This study aims to determine the existence of a legal study of the corruption eradication commission based on Law number 30 of 2002 in eradicating corruption, and to determine the urgency and procedure for revising the Corruption Eradication Commission Law.

This type of research is library research. The approach used is a normative juridical approach, the data collection technique is through library research and analyzed by qualitative data analysis methods.

The results of this study indicate that the procedure for the formation of the law in this case the revision of the Corruption Eradication Commission Law does not go through the procedures or stages as regulated in "Law no. 15 of 2019”, among others, the stages of planning, drafting, discussing, ratifying or determining, and enacting so that there are many mistakes and juridical defects in the revision of the KPK Law. In Law 30 of 2002 it is no longer in accordance with the times, the dynamics of the law and the constitutional system of the Republic of Indonesia, secondly that law enforcement related to the eradication of corruption is based on "Law 30 of 2002", often causing various legal problems, and the third point that the provisions regarding the investigation authority carried out by the KPK, based on "Law 30 of 2002", are contrary to the general provisions of criminal law, so that the old KPK Law must be revised.

Based on the results of this study, it is hoped that it will become information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need within the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.
Keywords: Corruption, Urgency, Existence, Presiden
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